PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 49 Tahun 2017, tanggal 3 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam mendorong iklim investasi yang
memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di
bidang jasa pengurusan transportasi, perlu dilaku-
kan penataan kembali kegiatan penyelenggaraan
dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Perhubungan tentang Penyeleng-
garaan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Trans-
portasi.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang-
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Ta-
hun 1995 tentang Kepabeanan {Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2007 Nomaor 65, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4722):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang |

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik in-
donesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-U lang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbang.n (Lembaran Negara Republik Indone-

10.

11.
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sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 986,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5065):
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5231);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomoar 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5108), sebagaimana telah diubah dengan |
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah |
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Per-
airan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republiklndonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang




13.

14.

15.
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17.

18.

19.

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoar 8);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17
Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Ba-
han/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran
di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 02
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000
tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Ber-
bahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62
Tahun 2010 tentahg Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setagaima- |
na telah diubah terakhir dengan Peraturan Men-

teri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyeleng-
gara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1400});

Peraturan Menteri Perhubungan Naomor KM 65
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah di-
ubah denganPeraturan Menteri Perhubungan No-
mor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomar PM 35
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
Tahun 2012 ten'tang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabu-
han sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 36 Tahur 2072 tentang

20.

21.

T

o

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbanda-
ran dan Otoritas Pelabuhan {Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomar P 93 Ta-
hun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusa-
haan Angkutan Laut {Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2013 Nomor 1523}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubun-
gan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Peruba-
han atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut {Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 266);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844} seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan
jenis tertentu, yang digeral{kan dengan tenaga
angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik
atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan
air, serta alat apung dan bangunan terapung yang
tidak berpindah-pindah.

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat
yang dapat terbang di atmosfer karena gaya ang-

" kat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi
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| PENGUMUMAN /

udara terhadap permukaan bumi yang digunakan |
untuk penerbangan. !
Kereta Api adalah sarana perkeretapaian dengan :
tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun di-
rangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya
yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel |
yang terkait dengan perjalanan kereta api.
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan
yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa
mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
Pelabuhan adalah tempat yahg terdiri atas da-
ratan dan/atau perairan dengan batas-batas ter-
tentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pen-
umpang, danfatau bongkar muat barang, berupa
terminal dan tempat berlabuh kapal yang dileng-
kapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan ser- |
ta sebagai tempat perpindahan'intré- dan antar- |
moda transportasi.

Pelabuhan Utama adalzh pelabuhan yang fungsi |
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam .
negeri dan internasional, alih muat angkutan laut |
dalam negeri dan internasional dalam jumlah be-
sar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang |
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan
laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai
tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, |
serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan |
palayanan antar provinsi. |
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang .
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam neg-
eri dalam jumlah terbatas, merupakan pengump-
an bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengum-
pul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digu- .
nakan sebagai tempat pesawat udara mendarat
dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar |
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muat barang, dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan penerban-
gan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya.

Stasiun Kereta Api adalah suatu areal dan ban-
gunan untuk pemberangatan dan pemberhentian

kereta api, menaikkan dan menurunkan penum- |

pang, membongkar dan memuat barang serta
keperluan operasionai kereta api lainnya.

Pelabuhan Darat adalah pelabuhan yang terletak |

di daratan/pedalaman namun masih terkait dengan
pelabuhan laut sebagai tempat tujuan ekspor dan
impor dengan melibatkan moda angkutan darat.
Terminal adalah pangkalan kendaraan hermotor
umum yang digunakan uftuk mengatur kedatan-
gan' dan keberangkatan, menaikkan dan menu-
runkan orang dan/atau barang, serta perpindahan
moda angkutan.

Barang adalah semua komodltas yang diangkut,
dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal laut, feri,
kereta api, kendaraan bermotor, pesawat udara,
termasuk hewan dan tumbuhan.

Dokumen Angkutan Barang adalah dokumen yang

digunakan perusahaan jasa pengurusan transpor-
tasi dalam proses pengiriman, penerimaan dan
pangangkutan barang dari pintu ke pintu {(door to
door) dengan menggunakan sarana angkutan laut
dan/atau sungai, danau, penyeberangan, darat
dan/atau angkutan udara.

Jasa Pengurusan TransportaS| (Freight Forward-
ing} adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua
kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pen-
giriman dan penerimaan barang melalui angkutan
darat, kereta api, laut, dan/atau udara..
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah
Badan Usaha yang melakukan kegiatan ,mengurus
semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya
pengiriman dan penerimaan barang melalui trans-
portasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah peru-
sahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia
yang melakukan kegiatan au"tgkutan laut di dalam
wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke
pelabuhan di luar negeri.

Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengang-
kut dan/a*au memindahkan penumpang dan/atau
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barang dengan menggunakan kapal.

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan
menggunakan pesawat udara untuk mengangkut
penumpang, karge, dan/atau pos untuk satu per-
jalanan atau lebih dari satu bandar udara ke ban-
dar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan di ruang lalu fintas jalan.
Badan Usaha adalah badan hukum Indonesia
yang khusus didirikan untuk bidang jasa penguru-
san transportasi.

Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabu-
han, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,
dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lem-
baga Pemerintah di bandar udara yang bertindak
sebagai penyelenggara bandar udara yang mem-
berikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk
bandar udara yang belum diusahakan secara
komersial.

Otoritas Bandar Udara adalah lembaga Pemer-
intah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki
kewenangan untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjamin
keselamatan, keamanan, dan pelayananpener-
bangan.

Otoritas Transportasi Lainnya adalah otoritas
selain Penyelenggara Pelabuhan dan Unit Peny-
elenggara Bandar Udara.

Otorifas Pelabuhan (Port Authority) adalah lem-
baga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas
yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengen-
dalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
yang diusahakan secara komersial.
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubun-
gan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan penegakan hukum di bidang ke-
selamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi
kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pen-
gaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan

ERATURAN PEMERINTAH
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secara komersial.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga
Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pembe-
rian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabu-
han yang belum diusahakan secara komersial.
Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang
bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi
yang diakui oleh Pemerintah.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi seb-
agaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang otanomi daerah.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Per-
hubungan Laut.

BAB |1
KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI

Pasal 2
Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi
merupakan' kegiatan usaha yang bergerak datam
bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pen-
giriman dan penerimaan barang melalui transpor-
tasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang
dapat mencakup kegiatan:
penerimaan;
penyimpanan;
sortasi;
pengepakan;
penandaan;
pengukuran;
penimbangan;
penerbitan dokumen angkutan;
pengurusan penyelesaian dokumen;
pemesanan ruangan pengangkut;

S@ e a0 T
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k. pengiriman;
pengelolaan pendistribusian;

. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
klaim;
asuransi atas pengiriman barang;
penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang
diperlukan;

=2 =3
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(2)

(3)

{1

(2)

q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;

r. penyediaan layanan logistik di pasar nasional
dan internasional secara konvensional dan/
atau elektronik;

s. penyediaan e-comrnerce, teknologi internet
yang menggunakan sistem satelit yang me-
mungkinkan pelacakan real-time barang;

t. pengangkut kontraktual atau Non Vessel Op-
erator Common Carrier (NVOCC): dan

u. jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha
jasa pengurusan transportasi.

Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan |

barang melalui transportasi darat, perkeretaapian,
laut, dan udara, pemilik barang harus menunjuk

perusahaan jasa pengu-usan transportasi setem-

pat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

BAB Il
DOKUMEN ANGKUTAN

Pasa! 3
Sebagai pengangkut kontraktual perusahaan jasa
pengurusan transportasi menerbitkan dokumen
angkutan sesuai dengarn ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan serta kebiasaan di dalam dunia
perdagangan baik nasional maupun internasional.
Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) baik berbentuk cetak maupun elektronik |

yang diterbitkan, diurus, dan diatur oleh perusa-
haan jasa pengurusan transportasi dalam mengir-
im atau menerima dan mendistribusikan barang
antara lain: '

forwarders Certificate of Receipt;
Forwarders Certificate of Transports;
Forwarder Warehouse Receipt;

House Bill of Lading vang diregistrasi Asosiasi:
House Air Waybill yang diregistrasi Asosfasi:
dokumen angkutan barang yang digunakan
operator angkutan dan forwarder yang menga-
tur tanggung jawab dan kewajiban para pihak

~o a0 oo

dalam kontrak pengangkutan barang melalui
jalan raya, kereta api, laut, dan udara; dan

(3)

{1)

(2)

g. Dokumen FIATA Multimodal Bill of Lading '

(FBL) berbentuk cetak maupun elektronik seb-

agai bukti kontrak pengangkutan barang yang

dalam pengirimannya menggunakan dua atau
lebih moda transportasi dan melampaui batas
negara yang diterbitkan oleh anggota Feder-
asi Asosiasi Forwarder Internasional (FIATA)
yang ditujukan kepada eksportir, importir, dan
arigkutan multimoda di negara tujuan.
Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f wajib men-
gacu pada Standard Trading Conditions (STC).

Pasal 4
Perusahaan jasa pengurusan transportasi dapat
mendirikan kantor cabang di dalam negeri serta

menunjuk dan bekerja sama dengan agen di luar |

negeri.
Pendirian kantor cabang perusahaan jasa pengu-

. rusan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan |

perundang undangan.

I Pasal 5
Untuk dapat melakukan kegiatan jasa penguru-

san transportasi wajib memiliki izin usaha perusahaan
jasa pengurusan transportasi yang dikeluarkan oleh:

a.

(1)

{2)

(3)

Gubernur Provinsi setempat untuk jasa pengurusan
transportasi penanaman modal dalam hegeri: dan
Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk jasa
pengurusan transportasi {joint venture) dan pena-
naman maodal asing. :

Pasal 6

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang
akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan/
atau penerimaan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memiliki izin usaha
jasa pengurusan transportasi.

Izin usaha jasa pengurusan transportasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili

dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusa-
haan tersebut masih menjalankan usahanya.

lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
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{4)

(5)

(1)

a. administrasi; dan

b. teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. memiliki akta perusahaan dari notaris yang
disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

b. memiliki surat keterangan domisili perusa-
haan yang dikeluarkan oleh pejabat yang ber-

wenang;
c. memiliki penanggung jawab;
d. memiliki modal dasar paling se-

dikitRp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ra-
tus juta rupiah) dan paling sedikit 256% (dua
puluh lima per seratus) dari modal dasar harus
ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti
penyetoran yang sah;

e. memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor
sendiri atau bukti sewa gedung pating sedikit
2 {dua) tahun; dan

f. memiliki tenaga ahli Warga Negara Indone-
siaberijazah minimum Diploma III di bidang
Pelayaran atau Maritim atau Penerbanganatau
Transportasi atau IATA Diploma atau FIATA
Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikat
kompetensi profesi di bidang Forwarder atau
Manajemen Supply Chain atau sertifikat ahli
Kepabeanan atau Kepelabuhanan (alternatif
atau kumulatif).

Persyaratan teknis sebagaimana dim.ak'sud pada

ayat (3} huruf b, meliputi:

a. memiliki atau menguasai kendaraan opera-
sional minimal roda 4 {empat) yang dibukti-
kan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang
sah; dan

b. memiliki sistem peralatan perangkat lunak
dan keras serta sistem informasi dan komu-
nikasi yang terintegrasi dengan sistem in-
formasi transportasi darat, laut, udara, atau
perkeretaapian sesuai dengan perkembangan
teknologi.

Pasal 7

Usaha jasa pengurusan transportasi yang di-

lakukan oleh usaha patungan (joint venture) dan
penanaman modal asing wajib memiliki izin usaha

vang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penana-

(n

(2)

man Modal.

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang
berstatus Penanaman Modal Asing wajib mel-
aporkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) kepada Menteri.

Pasal 8

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang

berstatus (joint venture) dan penanaman modal

asing wajib memenuhi persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

huruf a, meliputi:

a. memiliki akta perusahaan dari notaris yang
disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

b. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direk-
torat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;

c. memiliki surat keterangan domisili perusa-
haan yang dikeluarkan oleh pejabat yang ber-
wenang;

d. memiliki izin penanaman modal dari Badan
Koordinasi Penanaman Maodal dengan investa-
si paling sedikit $ US 4.000.000,00 (empat
juta dolar Amerika Serikat} dan paling sedikit
25% (dua puluh lima per seratus) dari modal
dasar harus ditempatkan dan disetor penuh
dengan bukti penyetoran yang sah atau diau-
dit oleh kantor akuntan publik;

e. memiliki sertifikat kepemilikan gedung kan-
tor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2
{dua) tahun;

f. memiliki tanda daftar perusahaan dari Kemen-
terian Perdagangan;

g. memiliki keterangan izin tinggal terbatas dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
bagi tenaga kerja asing;

h. memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja as-
ing dari Kementerian Ketenagakerjaan; dan

i. memiliki tenaga ahli Warga Negara Indonesia
berijazah minimum D-ll (Diploma Tiga) di bi-
dang Pelayaran atau Maritim atau Penerban-
gan atau Transportasi atau IATA Diploma atau
FIATADiploma, 5-1 Logistik
atau sertifikat kompetensi profesi di bidang

(Sarjana satu)
Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau
sertifikat ahliKepabeanan atau Kepelabuhanan.

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang
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(1)

{3)

(4)

(5)

berstatus penanaman modal asing memiliki per-

syaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf b,meliputi:

a. memiliki atau menguasai kendaraan opera-
sional minimal roda 4 (empat) yang dibukti-
kan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang
sah; dan

b. memiliki sistem peralatan perangkat lunak

dan keras serta sistem informasi dan komunij- |

kasi yang terintegrasi dengan sistem informasi
transportasi darat, laut, udara, atau perkereta-
apian sesuai dengan perkembangan teknologi.
Batasan kepemilikan modal usaha patungan {joint

venture) sesuai dengan ketentuan peraturan pe- |

rundangundangan di bidang penanaman modal,

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN I1ZIN USAHA
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Pasal 9
Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan
transportasi, Badan Usaha mengajukan permo-
honan kepada Gubernur untuk penvanaman madal
dalam negeri disertai dokumen persyaratan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), den-

gan menggunakan format Contoh 1 dalam Lampi- |

ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Gubernur melakukan peneli-
tian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa

pengurusan transportasi dalam jangka waktu pal- |

ing lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permo-
honan secara lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas per- |

syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan per-
mohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan dengan menggunakan
format Contoh 3 tercantum dalamLampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3}, dapat diajukan kembali ke-
pada Gubernursetelah permohonan dilengkapi.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian per-
syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PERATURAN PEMERINTAH.

(1)

{2)

(3)

(4}

(5)

(1)

telah terpenuhi, Gubernur menerbitkan izin usaha
jasa pengurusan transportasi dengan menggu-
nakan format Contoh 5tercantum dalam Lampi-
ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan
transportasi, Badan Usaha mengajukan permo-
honan kepada Badan'v Koordinasi Penanaman
Modal untuk joint venture dan penanaman modal
asing disertai dengan dokumen persyaratan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), den-
gan menggunakan format Contoh 2tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. _

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Badan Koordinasi Penanaman
Modal melakukan penelitian atas persyaratan per-
mohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh} hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
Dalam hal 'berdasarkan hasil penelitian per-
syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman
Modal mengembalikan permohonan secara ter-
tulis kepada pemohon untuk melengkapi per-
syaratan dengan menggunakan format Contoh 4
tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba-
pian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Permohonan yang dikembalikan sebagaimana di-

maksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali ke- |
pada Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah |

permohonan dilengkapi.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ter-
penuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal
menerbitkan izin usaha jasa pengurusan transpor-
tasi dengan menggunakan format Contch 6 ter-
eantum dalamlLampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelengga-
ra Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lain-
nya melaporkan realisasi kegiatan pengiriman dan
penerimaan barang dari dan ke pelabuhan dan
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jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi
yang melakukan kegiatan pengiriman dan peneri-
maan barang dari dan ke pelabuhannya kepada
pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal, selanjutnya pejabat pemberi
izin melakukan evaluasi kinerja dan jumlah peru-
sahaan jasa pengurusan transportasi serta men-
gumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan.
Datam hal telah terjadi penurunén kinerja antara
pengiriman dan penerimaan barang dan jumlah
perusahaan jasa pengurusan transportasi, peja-
bat pemberi izin tidak menerbitkan izin baru atau
menghentikan sementara penerbitan izin usaha
jasa pengurusan transportasi.

BAB V
KANTOR CABANG

Pasal 12
Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pen-
gurusan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan mem-
pertimbangkah adanya barang yang akan dikirim
dan/atau diterima dari dan/atau ke wilayah se-
tempat secara berkesinambungan.
Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pen-
transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat
waijib dilaporkan kepada Gubernur Provinsi selaku
pemberi SIUPJPT untuk penanaman modal dalam

gurusan

negeri atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman.

Modal selaku pemberi SIUPJPT untuk penanaman
modal asing dan joint venture dengan ditembus-
kan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau
Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Trans-
portasi lainnya tercantum dalam Contoh 7 atau
Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), harus ditandatangani
oleh penanggung jawab perusahaan dengan
melampirkan:

a. salinan surat izin usaha perusahaan jasa pen-
gurusan transportasi;

b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor
cabang dari Penyelenggara Pelabuhan dan/
atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otori-
tas Transportasi Lainnya;
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c. salinan surat keterangan domisili kantor ca-
bang yang dilegalisir;

d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang
yang ditandatangani oleh penanggung ja\‘Nab
perusahaan; dan

e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala kantor
cabang.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Gubernur atau Kepala Badan Koor-

dinasi Penanaman Modal sesuai kewenangannya
mencatat dan mengeluarkan surat keterangan
atas persetujuan pembukaan kantor cabang pe-
rusahaan jasa pengurusan transportasi penana-
man modal dalam negeri atau joint venture dan
penanaman modal asing dalam provinsi setempat
tercantum dalam Contoh 9 atau Contoh 10 pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah-

kan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Gubernur atau Kepala Badan Koordinasi Penana-
man Modal dan Penyelenggara Pelabuhan dan/
atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas
Transportasi lainnya melakukan evaluasi setiap 2
(dua) tahun terhadap adanya kegiatan pengiriman
dan penerimaan barang serta terpenuhinya per-
syaratan administrasi dan teknis.
Gubernur atau Kepala Badan Koordinasi Pena-
naman Modal dalam melakukan evaluasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
dapat menghentikan kegiatan kantor cabang jika
tidak ada kegiatan.
Penghentian kegiatan kantor cabang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan
kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan
dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otori-
tas Transportasi lainnya.
Setiap penutupan kegiatan kantor cabang wajib di-
laporkan oleh kantor pusat perusahaan jasa pengu-
rusan transportasi kepada pejabat pemberi izin den-
gan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau
Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Trans-
portasi lainnya dimana kantor cabang berdomisili.

Pasal 14

Perusahaan jasa pengurusan transportasi
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yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi ke-
wajiban sebagai berikut:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan

dalam izin usahanya;

b. melakukan kegiatan operasional secara terus
menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin
usaha diterbitkan;

c. mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyeleng-
gara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar
Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan
melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;

d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiri-
man dan penerimaan barang kepada pemberi izin
dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penye-
lenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi
lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada
bulan berikutnyaContch 11 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini;

e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya se-
tiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan
kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Peny-
elenggara Bandar Udara atau Otoritas Transpor-
tasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada

tahun berjalan Contoh 72 tercantum dalam Lam- !

piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi peruba-
han data pada izin usaha perusahaan termasuk
perubahan susunan direksi, pemegang saham,
dan domisili perusahaar kepada pemberi izin un-
tuk dilakukan penyesuaian;

g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pem-
beri izin setiap pembukaan kantor cabang peru-
sahaan jasa pengurusan transportasi Contoh 13
dan Contoh 14 tercanturmn dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidzk terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini; dan

h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-un- |

dangan.

Pasal 15

Gubernur dan Kepala Badan Koordinasi Pena-
naman Modal harus melaporkan secara berkala setiap ;
6 enam) bulan kepada Menteri untuk setiap izin usaha :

jasa pengurus: transportasi yang telah diterbitkan.

TLRAN

BAB VI
TARIF PELAYANAN JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI

. Pasal 16

Besaran tarif pelayanan
transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan
atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa
dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan
golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhi-
tungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

jasa pengurusan

BAB VII
TANGGUNG JAWAB
Pasal 17
Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta
menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan jasa

pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barang- |

nya dan/atau tanggung jawabnya (liability insurance).

BAB Vill
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
(1) Perusahaan jasa péngurusan transportasi yang
telah memiliki izin usaha jasa pengurusan trans-

portasi tidak melaksanakan kewajibannya seb-

agaimana yang diatur dalam Pasal 14, dapat dike-
nai sanksi administratif, i

{2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.

{(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), dikeluarkan oleh Gubernur atau Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai den-
gan kewenangannya.

Pasal 19
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) |

huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga} kali berturut-
turut untuk jangka waktu masing-masing 30 {tiga

puluh) hari Contoh 15, Contoh 16, dan Contch 17 |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba- |

gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu
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(4)

peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi adminis-
tratif berupa pembekuan izin.

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada |
ayat {2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga pu- |
luh) hari Contoh 18 tercantum dalam Lampiran |

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melak-
sanakan kewajibannya setelah jangka waktu
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berakhir Contoh 19 tercantum dalam Lampi-

ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart

Peraturan Menteri ini.

Pasal 20
Izin usaha perusahaan jasa pengurusan trans-

portasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan
dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan
yang bersangkutan:

(1

(2)

melakukan kegiatan yang membahayakan ke- .

amanan negara, berdasarkan keputusan dari in-
stansi berwenang;

membubarkan diri atau pailit, berdasarkan kepu-
tusan dari instansi berwenang;

memperoleh izin usaha secara tidak sah;

tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata
selama 6 {enam) bulan berturut-turut; dan
melakukan kegiatan usaha yang menyimpang
dari usaha pokoknya.

BAB IX
SISTEM INFORMASI USAHA JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 21
Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan na-
sional dan pengembangan usaha jasa pengurusan
transportasi dari dan ke kapal, diselenggarakan
sistem informasi usaha jasa pengurusan transpor-
tasi dari pengirim dan ke penerima oleh Direktorat
Jenderal dan pejabat pemberi izin.
Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan

pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat {1), setiap perusahaan jasa pengurusan
transportasi, wajib menyampaikan laporan data
secara real timesebagai berikut:

a. perusahaan jasa pengurusan transportasi na-

(1)

(2}

(3)

{4)

(5)

sional yang melakukan kegiatan pengiriman
dan penerimaan barang dari pemilik dan ke
penerima, wajib menyampaikan laporan data
kepada penyelenggara pelabuhan setempat
meliputi data perusahaan, data potensi pera-
latan kerja yang dimiliki dan sumber daya ma-
nusia, laporan bulanan dan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
d dan huruf e; dan

b. Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penye-
lenggara Bandar Udara atau Otoritas Trans-
portasi lainnya setempat wajib menyampaikan
laporan data kepada Direktur Jenderal tentang
rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-
masing perusahaan yang menyelenggarakan
kegiatan pengiriman dan penerimaan dari pen-
girim dan ke penerima, sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 11.

. Pasal 22

Sistem informasi usaha pengurusan transportasi
ditakukan melalui kegiatan:
pengumpulan data;
pengolahan data;
penganalisaan dats;
penyajian data;
penyebaran data dan informasi; dan
penyimpanan data dan informasi.
Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, di-
lakukan melalui:
a. identifikasi;
b. inventarisasi;
. penelitian;

_evaluasi;

kesimpulan; dan

e o0 TP

0 a0

pencatatan.

Penyajian data sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan in-
formasi. .

Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui:
a. media cetak; dan/atau

b. media elektronik.

Penyimpanan data dan informasi sebagaiména
dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan

Buviness Newd Y T
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secara manual dan etektronik.

BAB X
PENINGKATAN KOMPETENS! SUMBER
DAYA MANUSIA USAHA JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI
Pasal 23
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
dilakukan oleh Asosiasi melalui pendidikan dan pelati-
han untukmeningkatkan kualitas pelayanan dan profe-
sionalisme di bidang jasa pengurusan transportasi.

BAB Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan
dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Per-
aturan Menteri ini.

BAR Xl
KETENTUAN PERALIHAN

: Pasal 25
Bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi
yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib me-
nyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan Men-
teri ini dalam jangka waktu paling lambat 1 {satu) tahun

sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP -
‘ Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku;

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Ta-
hun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusa-
haan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 555);

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa
Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 733);

c. Peraturan Menteri Perhubungén Nomor PM 146
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Per-

" aturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Per-
aturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Jasa Pengurusan Transportasi {Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 81); dan

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Ta-
hun 20156 tentang Penyelenggaraan dan Pengusa-
haan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1535);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 913
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